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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam
penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI Nomor 158 Tahun 1987, Nomor 053b,/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| : tidak dilambangkan Yz @ :a
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2. Vocal tunggal 3. Vocal rangkap 4. Vocal panjang
Z.oap ELA ek )Z: &
em R A - §X_ "'ad R
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5. Ta’marbutah, ditransliterasikan dengan /h/ atau /t/.
Contoh: ‘bv }_;_LI ‘a_,:,. 4ll : al-Madinah al-Munawwarah

: al-Madinatul Munawyarsh
6. Syaddah (tasdid), ditulie dengan konsonan rangkap.

Contoh: L:\ S~ : rabbana

T it



Ta

10.

Kata sandang yvang ditulis menurut bunyi yang diucapkan.

Contoh: }_&j\ : al-Qalamu

Lf“oij\: asy-Syamsu

. Hamzah terletak di tengah dan di akhir dilambangkan

dengan apostrop (°), tetapi bila terletak di awal kata
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa
alif.
Contoh: ({935ft : ta“khuzuuna
Cé;p\ : umirtu
f49;“ : an-Nau“u
Penulisan kata. Pada dasarnya setiap kata, baik fi“il,
isim maupun huruf, ditulis terpisah, kecuali yang dalam
Bahasa Arab lazim dirangkaikan.
L;\:__;\‘)}l-l/.}-}é_‘ ‘LU\U_\? : Wa innallaha lahua
khair ar-raziqin
: Wa innallaha lahua
khairurrazigin
Huruf kapital, dituliskan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahulukan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,
bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
MI#J/‘S-X&\C@V@E Syahru Ramadan al-lazi
unzila fih al-Qur an.
Syahru Ramadanal lazi

unzila fihil Qur an.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian rakyat Indoneeia, tanalhh menempati
kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari,
terlebih lagi bagi rakyat pedesaan vyang pekerjaan
pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah
merupakan tempat pergantungan hidup mereka.

Untuk penduduk perkotaan, tanah tidak kurang
pentingnya baik untuk tempat pemukiman maupun sebagail
lokasi usaha. Dengan arus urbanlsasi yang cukup deras di
satu sisi dan makin berkembang pesatnya pembangunan
berbagai bidang di perkotaan, di sisi lain menyebabkan
posisi tanah menjadi semakin penting. Sebagai kelanjutan
yang logis dalam hal ini muncullah berbegai perbedaan,
bahkan bentrokan kepentingarn antara berbagai pihak
gseperti pemerintah, pengusaha dan masyarakat banyak.
Pada gilirannya tanah berkembang menjadli titik rawan.
Dalam berbagai kasus yang timbul, kalau beberapa kepen-
tingan berada dalam posisi vyang berhadap-hadapan, maka
biasanya kepentingan yang lebih kuatlah yang menang dan
rakyat kecillah yang selalu dirugikan. Muncullah ke per-
mukaan, banyak keluhan dan ketidakpuasan dari kelompok-
kelompok masyarakat.

Dikarenakan tanah mempunyal peranan Vang sangat

penting dalam kehidupan manusia, maka tanah tersebut



harus terjamin kepastian hak dan kepastian hukumnyz ,Oleh
karena itu tanah harus didaftarkan agar sesuail dengan

keadaan yang sebenarnva.

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran
agama Islam untuk diéergunakan oleh seseorang sebagai
sarana penyaluran rizki vyang diberikan oleh Tuhan
kepadanya adalah wakaf.

Tak bisa dipungkiri bahwa dalam masyarakat banvak
timbul kebiasaan vang kadang-kadang tidak sejalan dengan
undang-undang. khususnya dengan Peraturan Pemerintah
No. 28 Tahun 1977 yang bersifat Nasional. Di samping itu
masih adanya kebiasaan keagamaan dalam masyarakat yang
masih sulit untuk diterobos oleh Peraturan Pemerintah
tersebut. Kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat dan
kebiasaan keagamaan tersebut antara lain adalah
kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah
secara lisan atas dasar saling percaya, karena wakaf
dipandang sebagai amal _8aleh yang mempunyai nilai mulia
dihadapan Tuhan tanpa harus melalui prosedur
administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah
semata yang siapa saja tidak berani menganggu gugat

tanpa seijin Allah.ﬂ)




\N

Cara-cara vyang dilakukan di atas dalam masyarakat
pada periode awal semasa orang vang mewakafkan masih
hidup, belum menimbulkan masalah. Namun apabila dalam
waktu yang lama setelah orang yang mewakafkan meninggal
dunia dan generasi-generasi seterusnya, timbullah
rermasalahan vang semakin lama semakin rumit, karena
tidak adanya kejelasan mengenai keadaan dan status serta
peruntukan tanah wakaf yang sebenarnya. akibatnya 1lebih
lanjut adalah banyak terjadi persengketaan tanah wakaf
di kalangan masyarakat muslim.- 2)

Kalau hal demikian tersebut terjadi dan dibiarkan
terus berlangsung, maka akibatnya tidak saja akan
mengurangi kesadaran beragama bagi mereka yang beragama
Islam, akan tetapi Juga akan menghambat usaha-usaha
pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan ke
arah pelaksanaan hukum Islam dengan baik. ) Begitu Jjuga
dalam hal ini permasalahan perwakafan yang ada di
Kabupaten Purworejo.

Karena pentingnya tanah wakaf bagi kehidupan bera-

gama dan kepentingan sosial itulah makanya tanah wakaf

2)pbdurrahman, S.H., Masalah Perwakafan Tanah Milik
dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. cet. IV,
(Bandung: Citra Adtya Bakti, 1994), hlm. 12.

3)Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan
Wakaf, cet. I, (Jakarta: UI Press, 1888), hlm. 7S.



harus dijaga esensinya dan dipelihara kelestariannya.
Hal itu dapat terwujud apabila tanah wakaf didaftarkan
sebagaimana mestinya agar mempunyai kekuatan hukum vang
jelas dan kuat. Tanah wakaf vang tidak didaftarkan akan
menyebabkan timbulnya ﬁasalah di belakanhg hari, karena
seringkali kepentingan tanah wakaf menjadi tergangu
dengan munculnya kasus-kasus yang bermaksud untuk mem-
permasalahkan tanah wakaf. Dan dalam kasus tersebut
tidak menutup kemungkinan eksistensinya tak dapat diper-
tahankan, karena tanah wakaf itu belum mempunyail serti-
fikat tanah wakaf sehingga menyebabkan tidak mempunyai
kevatan hukum yang jelas dan kuat.

Dengan pertimbangan itulah makanya penyusun merasa
tertarik untuk meneliti dan mengungkapkan arti penting
dari pendaftaran perwakafan tanah milik dalam memperta-
hankan esensi tanah wakaf dan bagaimana prosedur atau
tata cara pendaftaran perwakafan tanah milik. Penelitian
tersebut dilakukan di kabupaten Purworejo khususnya
dalam hal ini di Kantor Departemen Agama kabupaten
Purworejo, karena semua data-data tentang perwakafan
dari seluruh wilayah ada di sana. Dalam penelitian ini
penyusun hanya membatasi kasus-kasus perwakafan vyang
terjadi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah no.28
tahun 1977. karena kasus-kasus . mengenai perwakafan

sangat Jjarang terjadi.

B. Pokok Masalah



Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan
di atas. maka dapat diambil beberapa pokok masalah vang
akan dijadikan pokok bahasan dalam penyusunan skripsi
ini, sebagal berikut:

1. Apa arti penfing dari pendaftaran perwakafan

tanah milik di Kabupaten Purworejo ?

-

2. An2kzh nelaksanzen pendaftaran -ervekcfen -tonch
mil ik di Kabuseten Purworejo sudah sesuai menurut
eraturan Pemerintah No.,28 Tahun 41977 7
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan arti penting dari
pendaftaran perwakafan tanah milik dalam
mempertahankan esensi tanah wakaf di
kabupaten Purworejo.

b. Untuk menjelaskan pelsksenzan dan prosedur
dalam mendaftarkan perwakafan tanah milik di
Kabupaten Purworejo.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang arti
penting dari pendaftaran perwakafan tanah

milik dalam mempertahankan esensi tanah



wakaf.
b. Memberikan sumbangan pengetahuan tcrniang pelek
sanaen dan prosedur yang harus dipenuhi dalam

mendaftarkan perwakafan tanah milik.

D. Telaah Pustaka

Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk
mendapatkan hak atas tanah, diantaranyva adalah dengan
cara wakaf. Membahas masalah wakaf merupakan masalah
vang sangat kompleks, sehingga perlu adanya pengkajian
yvang mendalam.

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus vyang
mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat
transaksi penyerahan tanah wakaf. Menurut pendapat Imam
Syafi“i, Imam malik dan juga Imam ahmad, wakaf dianggap
telah terlaksana dengan lafaz atau shighat, walaupun
tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari si wakif
telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafaz,
walaupun benda tersebut masih di tangan wakif. Dari
keterangan tersebut terlihat bahwa dalam hukum Islam
tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur
atau tata cara pelaksanaan wakaf. Hanya Abu Hanifahlah
yvang berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari
milik wakif, samﬁai hakim memberikan putusan yaitu

mengumumkan barang wakaf tersebut.4)

4)T M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam,
cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 161.



Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
dalam masyarakat, dikarenakan sdanya dua pendapat di
atas maka pemerintah demi kemaslahatan tanah wakaf
khususnya dan kemaslahatan umat pada umumnya
mengeluarkan peraturan tentang perwakafan tanah milik
dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977,
vang di antara salah satu pasalnya memberikan ketentuan
tentang pendaftaran perwakafan tanah milik, yaitu vyang

terdapat dalam pasal 10 ayat (1) sampai dengan avat (5).

Kajian vyvang membahas tentang pendaftaran tanah
wakaf ini sudah banyak, akan tetapi mayoritas di antara
mereka Kkajiannya harnya beraifat teoritik saja, tidak
mengungkap ataupun memadukan dengan praktek dan
realisasinya dalam masyarakat.

Kajian tentang pendaftaran perwakafan tanah milik
tergebut antara lain dilakukan oleh Saroso, E£.H. dan
Nico Ngani S.H. Mereka pada dasarnya hanya membahas
persoalan yang bherkensan dengan teori berdasar tinjauan
yuridis atau perundang-undangan. Mereka tidak berusaha
memadukan antara teori yvang diungkapkan dengan praktek

5)

atau pe laksanaannya. Bagitu Juga dengan Mora

P. Hutagulung hanya memadukan antara teori dengan perun-

5)saroso dan Nico Ngani, Tinjauan Yuridis Ientang
Perwakafan Tanah Milik, cet. I, (Yogyakarta: Liberty,
1984), hlm. 36-42.



dang-undangan yang berlaku.e}

Sedangkan H. Muhammad Daud Ali menulie tentang
pendaftaran wakaf tanah milik vang mengungkapkan dan
mengomentari tata cara pendaftaran wakaf tanah milik
menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Beliau tidak mengungkapkan sama sekali praktek dan
realisasinva di lapangan atau di masyarakat.vy Lain
halnya vyang ditulis_ oleh H. Abdurrahman, &S.H. yang
menulis tentang pendaftaran tanah wakaf dengan memadukan
antara Peraturan Pemerintah No. Z8 Tahun 1977 dengan
perundang-undangan yang berlaku di negara kita.a)

Begitu Jjuga vang ditulie cleh H. Imam Suhadi, S.H.
yvang hanya mengkaji masalah pengertiar. dan dasar-dasar
wakaf saja.g) Sementara K.N. Sofyan Hasan, S.H. M.A,
vang hanya lebih banyak mengulas dan membicarakan
masalah tata cara atau prosedur pendaftaran tanah wakaft
secara teoritik.10)

Pada pokoknya, cukup banyak karya-karya atau

8)Mora P. Hutagalung, Hukum Islam Dalam Era
Pembangunan, cet. I, (Jakarta: [nd. Hill, 1985), hlm.
B9-113.

7)Muhammad Daud Ali, Sistem fkonomi Islam Zakat dan
Wakaf, cet. I, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 118-120.

B)Abdurrahman, Masalah, hlm. 143-158.

9) Imam Suhadi, Hukum Wakaf di Indonesia, cet. I,
(Yogyakarta: Dua Demensi, 1985), him. 1-36.

10)g N. Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,
cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1965), hlm. 83-92.



tulisan-tulisan teoritis hukum yang ada di Indonesia
yang mengkaji masalah perwakafan, khususnya mengenai
pendaftaran perwakafan tanah milik. Akan tetapi,
semuanya lebih menjurus dan bersifat teoritik saja,
tidak meneliti bagaiména praktek atau realisasinya dalam
masyarakat, apakah sudah mulus atau bahkan masih banyak
hambatan-hambatan demi terealisasinva hukum Islam pada
umumnya dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pada
khususnya.

Satu-satunya peneliti yang mengungkap dan memadukan
antara teori dan praktek perwakafan vang ada di
Indonesia adalah Drs. Adijani al-Alabij, S.H. hanya saja
beliau meneliti praktek perwakafan tersebut di luar
Jawa, vaitu praktek perwakafan yang dilakukan oleh
organisasi massa Muhammadiyah di Banjarmasin, Kalimantan
Selatan pada tahun 1989. Diantara kesimpulannya adalah
bahwa tidak sedikit tanah perwakafan yang dikuasai oleh
Muhammadiyah Banjarmasin Kalimantan Selatan tidak
ditemui acuannya dalam hukum Islam, bahkan ada yang sama
sekali tidak didapati acuannya dari peraturan yang
berlaku di Indonesia.ll’

Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Adijani al-
Alabij, S.H. tersebut sayangnya tidak ditindak lanjuti
oleh peneliti-peneliti yang lain, dimana situasi dan

kondisi tempat yang satu dengan yang lainnya punya

11)H. Adijani al-Alabij, Perwakafen Tensh di Indonesia
Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarts : Rajawalli Presw, 1980),

hal .15




kecenderungan vang berbeda. Dalam hal ini kondisi dan
situasi di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang diteliti
oleh Adijani al-Alabij, sangatlah berbeda dengan kondisi
di Jawa Tengah, 1lebih khusus lagi dengan Kabupaten
Purworejo. Baik hal tersebut ditinjau dari taraf
prendidikan, sosial ekonomi maupun dari kesadaran
masyarakatnya dalam mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

Kerangka Teoretik

Menyadari betapa pentingnya arti pendaftaran tanah,
maka kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang No. 5 tahun
1960 yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. Dalam
salah satu pasal Undang-undang tersebut yaitu pasal 19
avat (1) menyebutkan:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah. -

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal terse-
but, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah no. 10
Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah vang memuat
pengaturan secara tehnik penyelenggaraan pendaftaran di
negara kita.

Berdasarakan ketentuan tersebut, maka menurut UUPA
dalam rangka terciptanya dan terjaminnya kepastian hukum
dalam masalah pertanahan, maka yang didaftar bukan hanya
haknya saja- dalam artian seseorang vang mempunyai hak
atas tanah wajib mendaftarkan haknya tersebut- akan
tetapi Jjuga segala macam bentuk peralihan dan pembebasan

serta hapusnya hak tersebut. Dengan demikian apa saja
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vang terjadi berkenaan dengan tanah yang bersangkutan
dicatat dalam buku tanahnya. Pencatatan berbagai
perubahan dan peralihan tersebut adalah termasuk dalam
artian pendaftaran tanah.

Untuk perwakafan'tanah milik, pendaftarannya dilak-
sanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
no. 6 Tahun 1977. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam
Negeri tersebut dinyatakan adanya penyvimpangan seperlu-
nya dari ketentuan pasal 19 Pereturan Pemerintah no.10
Tahun 1961. Dengan adanya penyimpangan itu maka pejabat
yang membuat akte ikrar wakaf bukanlah pejabat vyang
ditunjuk oleh Menteri Agraria, akan tetapi pejabat yang
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, sesuai
dengan ketentuan yang ada dalam pasal 9 ayat (2) Peratu-
ran Pemerintah no. 28 Tahun 1977. Untuk menindak lanjuti
ketentuan pasal tersebut, maka keluarlah keputusan
Menteri Agama no. 73 Tahun 1978, yang salah satu keputu-
sannya berisi tentang pendelegasian wewenang kepada
Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat di
seluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan
setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya maka
telah terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan
tanah, dimdna persoalan tentang perwakafan tanah milik
ini telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikian

rupa sehingga benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan
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daripada perwakafan, sesuai dengan ajaran Islam.
Selanjutnya diharapkan dengan berbagai peraturan
dimaksud maka persoalan tentang perwakafan tanah ditem-
patkan pada proporsi yang sebenarnya.12:
Akan tetapi walaupun Peraturan Pemerintah no. 28
Tahun 1977 dan berbagai Peraturan Pelaksanaannya sudah
berjalan lebih dari 19 tahun, namun belum berjalan
seperti yang diharapkan dalam Peraturan Pemerintah
tersebut. Hal ini terlihat masih adanya tanah wakaf yang
belum mempunvai sertifikat tanah wakaf. Hal tersebut
dikarenakan tanah wakaf itu tidak didaftarkan sebagaima-—
na mestinyva. Padahal kalau diperhatikan tanah wakaf tidak
kalah pentingnya dengan tanah-tanah yvang lainnya, hal
ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad
Daud Ali, S. H. bahwa wakaf telah mengakar dan menjadi
tradisi umat Islam di manapun Jjuga. Di Indonesia lembaga
ini telah menjadi penunjang utama perkembangan
masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam
dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun
diatas tanah wakaf.qB}
Di dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan
khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau
mencatat transakei penyerahan tanah wakaf. Akan tetapi

kalau diperhatikan bahwa mayoritas para ahli fikih dan

12) Abdurrehmen, Meszlah, him, 12
- BT .

e oy Ml U e (s
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mujtahid memasukkan pembahasan wakaf di tempatkan dalam
kelompok mu’amalah alasannya karena wakaf dipandang
gebagal ibadah maliyah yang menysngkut dengan hak milik
harta (mdl) yang dipunyai gegcovrang menurut cara--cara
vang ditentukan.1?) Mengenai mu’amalah yang seperti ini

Allah menegaskan

iy e pals PO ISP IGIRTRE Gl T

Dan gelanjutnya dalam ayat tersebut Allah Juga nenegas-

Kan

f&u ISl o0, oGyl 5Ys

Lo BN G Bt S PG RV

Menurut Syeh al-Qurtubi bahwa

D20 L o) 3T 06 Dl K8 b o i i
| M:t__.b)ﬂ _)956\"

Adanya perintah untuk mennlisgkan gebtiap peristiwa

157

mu amalah dalam ayat di atas dengan rertimbangan kemas-
lshatan. vyaitu tulisan terecbut dapst dijedikan =alat
bukti - vang tertulis [(bayyvinah khattiyyah). Par:az ulama
Juga memberikan perhatian terhadap ba&yinah vang geperti

ini dengan menyimpullian dalam l:aidah -
s L__)Uaﬁfkﬁg__ﬂ33:==,
L] (]

15) Muhammad Daud Ali, Sistem. hlm.98.
16) A1-Bagarah (2): 282

17 a1-Qurtuby, 41-Jami ‘u Li Ahkam al-Qur‘an, (Kairo
Dar al-"Araby. 1967 M/1378 H), III : 377.

lBjAsjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Figh, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), hlm. 93.
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Selain dengan dalil-dalil di atas , arti penting
dari pendaftaran perwakafan tanah milik dapat dipahami
bahwa salah satu syarat sahnya amalan wakaf adalah
wakaf tersebut untuk selama-lamanya. Agar tanah tersebut
dapat dimanfaatkan selama—lamanya maka tanah wakaf harus
bisa lestari sepanjang masa sebagal tanah wakaf , walau-
pun yang mewakafkan dibatasi dengan umur. Selain itu
juga untuk melestarikan tanah yang telah diwakafkan agar
aman dan selamat serta dapat terus mengalirkan pahala
gebagai amal jariyah, sebagaimane telah disabdaken oleh

Rasulullah :
Q,Y;&)BO,YLWQCE@\,QLQW \alatil
a s flesdyflaoqino et Ay oo

19)

Tanah wakaf apabila sudah ciwakafkan oleh wakifnya
maka tanah tersebut terlepas dari hak milik wakif,
pindah menjadi milik Allah yang pemanfaatannya untuk
peribadatan atau untuk kepentingan sosial yang sesuail
dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian pemanfaatan

tanah wakaf tersebut untuk kepentingan umum, bukan untuk

kepentingan pribadi, hal tersebut sejalan dengan yang

19) Imam Muslim, SahIh ~ Muslim, 25. Kit&8b al-Waei,
"Bab Ma thiqu al-Insan min al-Sawabi ba’da Wafatihi",
(Beirut: D&r al-Fikr, 1988 M/1409 H), II: 14, hadis no.
1631.
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diungkapkan oleh asy-Syatiby bahwa:

- Ll
A_o\Sla i L P, L‘LQJJ
20, L;n‘uzxﬁaLr ‘L_JLLﬂﬁdLALJﬂJ‘

Dalam mewakafkan tanahnya, si wakif dianjurkan
terlebih dahulu memusyawarahkan dengan keluarga atau
paling tidak memberitahukan mereka bahwa sebagian tanah
miliknya akan diwakafkan, walaupun hal tersebul tidak

menjadi salah satu syarat atau rukun wakaf. Anjuran

tersebut dinvatakan dalam Al-Qur  an:

1
, Y i a h S O |
21) _;J’ Lj;CJQAj\_JmiQrr@%/ﬁ:k*_.uud,f1s‘£1_jh9{3
Anjuran tersebut di atas dimaksudkan agar di belakang

hari, ahli waris atau keluarganya tidak ada vang

menggugatnya.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Dalam pembahasan skripsi ini, Jjenis penelitian yang
penyusun gunakan adalah penelitian lapangan .

2. Sifat |Penelitian
Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian yang
bersifat deskriptif analitis, dimana penyusun

bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena vang

ZO)Asy—Syatiby, Al-Muwafagat fi Ushul asy-Syariah,

(Beirut: D&r al-Fikr al Araby, t.t), II: 367.

2411 Imran (3): 159

o
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terjadi pada permasalahan yang penyusun teliti,

kemudian setelah disusun dan dijelaskan diadakan

analisa.

3. Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini data dikumpulkan dengan

jalan sebagai berikut:

a. Observasi
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang
berupa pengamatan-pengamatan tentang persoalan-
persoalan pendaftaran perwakafan tanah milik vang
terjadi di Kab. Purworejo setelah berlakunya PP
no. 28 Tahun 1977.

b. Metode Interview
Merupakan cara untuk mengumpulkan data di lapangan
berupa keterangan atau pendirian secara lisan dari
seorang informan yang ada di Kantor Departemen
Agama Kab. Purworejo, karena data tentang
perwakafan dari semua wilayah ada di sana. Dalam
met.ode. wawancara ini penyusun membuat sejumlah
pertanyaan—-pertanyaan secara terstruktur vang
memerlukan jawaban baik secara lisan maupun tertu-
lis dan Jjuga pertanyaan yang bersifat tambahan
secara tidak terstruktur sebelumnya.

4. Pendekatan
Pendekatan Yuridis Normatif
Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendekati suatu

permasalahan yang terjadi di lapangan, apakah
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masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak
berdasarkan pada norma hukum yang berlaku.
5. Analisa Data

a. Induktif : Suatu analisa data yang bertitik tolak
dari data yang Eersifat kasuistis yang terjadi di
lapangan, secara khusus kemudian data
tersebut ditarik pada suatu kesimpulan vang
bersifat umum. Dari data vang berhasil
dihimpun inilah yang akhirnya dijadikan bahan
penyusunan skripsi, sehingga data ini dapat
mewakili kasus secara umum.

b. Deduktif : Digunakan untuk menganalisa data
khusus terhadap pengertian umum sebelumnya. Dengan
kata lain berangkat dari pengetahuan yang bersifat
umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum
kemudian hendak menilai suatu kejadian vang
khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan
ini maka disusun dengan menggunakan sistematika yang
dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi dalam
beberapa sub bab, yang perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan vang membahas
tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teofitik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang perwakafan, dalam
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bab ini akan dibahas perwakafan menurut hukum Islam dan
perwakafan tanah milik menurut PP. Nomor 28 tehun 1977.

Bab ketiga, tindauan umum tentang perwakafan di
Kabupaten Purworejo dalam bab ini akan dibahas tentang
diskripsi wilayah Kabupaten Purworejo dan praktek perwa-
kafan di Kabupaten Purworejo serta tata cara atau prose-
dur dalam pendaftaran tanah wakaf di Kab. Purworejo.

Bab keempat, dalam bab ini akan meliputi analisis
terhadap praktek pendaftaran perwakafan tanah dan
akibatnya di kabupaten Purworejo dan Jjuga pembahasan
tentang tata cara atau prosedur dalam pendaftaran tanah
wakaf di Kabupaten Purworejo.

Bab kelima, penutup, dalam bab ini penyusun akan
mengambil suatu kesimpulan darji pembahasan-pembahasan

vang telah diuraikan dan kemudian saran-saran.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan

penelaahan secukupnya terhadap masalah-masalah yang

menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, akhirnya

penyusun mengambil beberapa kesimpulan sebagail berikut:

1. Arti Penting dari pendaftaran perwakafan tanah milik

dalam mempertahankan esensi tanah wakaf di Kabupaten

Purworejo yaitu:

a.

Untuk mempertahankan keutuhan tanah wakaf dari
rongrongan orang-orang yang berusaha mengurangi
kadar dan ukuran tanah wakaf tersebut. Dari serti-
fikat tanah wakaf dapat diketahui ukuran tanah
wakaf tersebut. batas-batasnya. wakifnya, nazirnya
dan juga lembaga atau vayasan Vvang menjadi tujuan
wakaf.

Sebagai alat bukti vang lebih permanen bila
dibandingkan dengan alat bukti vang berupa saksi-
saksi, karena sertifikat tanah wakaf bisa bertahan
lebih lama dibandingkan dengan saksi-saksi yang
berupa manusia.

Manusia tidak bisa ditebak sampai kapan umurnya.
karena umur sepenuhnya Allah vang menentukan,
Allah bisa mencabut nyawa ses€orang kapanpun Dia

menghendaki.
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Untuk mengontrol tanah wakaf tersebut apakah
pemanfaatannya sudah sesuai dengan tujuan wakaf
vang dimaksud oleh si wakif semula atau belum.
Walaupun tanéh wakaf tersebut mengalami
pengembangan atau bahkan mengalami perubahan
pemanfaatannya dari rencana semula hal tersebut
tidak menjadi masalah. asalkan pengembangan atau
prerubahan pemanfaatan tanah wakaf tersebut sesuai
dengan tujuan wakaf secara umum dan Jjuga sesuail
dengan ajaran agama Islam.

Untuk mempertahankan status tanah wakaf tersebut
dari gugatan ahli warais wakif atau Juga orang
lain yang berusaha menggugatnva. Di samping itu
Juga dengan sertifikat tanah wakaf dapat
memperkuat statusnya, sehingga orang-orang vang
akan menggugatnya akan berpikir dahulu, karena
tanah wakaf yang akan digugatnya sudah mempunyai
status vang kuat secara hukum. Dengan demikian
tanah wakaf tersebut dapat bertahan kelestariannya
dan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf yang
tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun

1977.
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B. Saran-Saran

Sebelum penyusun mengakhiri skripei ini, maka

penyusun ingin mengemukakan beberapa saran sebagai

berikut:

L

Kepada para nazir di Kabupaten Purworejo
hendaknya meningkatkan pemahaman dan rengetahuan
mereka tentang perwakafan tanah milik menurut
hukum agama Islam maupun menurut perundang-
undangan perwakafan yang berlaku di negara kita.
Kepada Kantor Pertanahan (BPN) diharapkan
memberi sedikit keringanan biaya dan mempermudah
prosedur dalam proses pensertifikatan tanah
wakaf.

Kepala Kantor Departemen Agama maupun Badan
Pertanahan Nasional diharapkan secara intensif
mengadakan penyuluhan tentang perwakafan tanah

milik dan peraturan yang berlaku saat ini.
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Institut Agama Islam Negeri sebagai Parguruan
Tinggi Islam diharapkan ikut berparticsipasi
dalam hal ini, misalnya dimasukkan dalam salah

satu kegiatan program Kuliah Kerja Nyata.
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